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ABSTRAK
Surat ijo awalnya hanya dibangun untuk karyawan pemerintah kota surabaya saja. Karena lahan-lahan surat ijo banyaknya dari tanah peninggalan pada masa penjajahan hindia belanda. Kepemilikan yang tidak jelas disuatu tanah yang terindikasi surat ijo maka akan diambil oleh pemerintah kota surabaya. Pemerintah kota surabaya melalu dinas pertanahan akan menyatakan bahwa tanah itu sebagai tanah hpl (hak pengelolaan lahan). Tanah maupun lahan yang berstatus hpl membuat ini sangat unik untuk dibahas, karena di dalam undang-undang pokok agraria (uupa) tidak mengenal tanah yang berstatus hpl maupun sertifikat ijo. Undang-undang pokok agraria (uupa) hanya mengenal adanya surat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Disini akan lebih dibahas dari kacamata tata usaha negara, dan menjawab mengapa surat ijo hanya ada di kota surabaya saja.
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ABSTRACT
Surat ijo was originally only built for employees of the surabaya city government. Because the lands of surat ijo are many from heritage lands during the colonial period of the dutch east indies. Unclear ownership of land indicated by ijo letters will be taken by the surabaya city government. The surabaya city government, through the land office, will declare that the land is hpl (land management rights). Land and land with hpl status make this very unique to discuss, because the basic agrarian law (uupa) does not recognize land with hpl status or ijo certificate. The basic agrarian law (uupa) only recognizes the existence of ownership rights, building use rights, and business use rights. Here it will be discussed more from the point of view of the state administration, and answer why the green letter is only in the city of surabaya.
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A. PENDAHULUAN 
  Surat ijo atau mampu dianggap jua tanah berstatus hpl (hak pengelolaan tanah) artinya surat yg legalitasnya hanya diakui pada kota surabaya, sebab surat ijo sejatinya ialah tanah yang telah dari zaman hindia-belanda yang disewakan hanya buat warganya. Bukti legalitas / surat ijo ini awalnya hanya diperuntukkan buat warganya yang ada di kota surabaya. Pengertian tanah surat ijo artinya permukiman rakyat di atas tanah negara dengan legalitas surat izin pemakaian tanah (ipt). surat ijo merupakan kenyataan korelasi kontraktual antara 2 pihak yang saling membutuhkan, yakni warga penghuni dan pemkot surabaya. Seiring berjalannya ketika yang ditandai perubahan peraturan tentang pertanahan, timbullah hambatan interaksi antar keduanya, muncul situasi saling merasa menjadi pihak yang paling berhak atas tanah surat ijo yang berlanjut pada timbulnya pertarungan interest antar keduanya.[footnoteRef:1] [1:  Sukaryanto, “Konflik Tanah surat ijo di surabaya (sebuah perspektif teoretik-resolutif)”, Jurnal Hukum, (oktober 2015), 1.] 

        semula, legalitas menyewakan tanah-tanah negara akibat konversi tanah hak barat itu dimulai sebelum pemberlakuan uupa 1960, lalu diformalkan di tahun 1971. pada masa selanjutnya, ketika telah poly tanah hak barat yang dikonversi sebagai status hak gunakan dan hak pengelolaan (hpl), maka konsep/kata sewa tanah di atas tanah negara itu sebagai kurang sempurna, bahkan tidak mampu dibenarkan; karena yang berhak menyewakan tanah ialah pemilik tanah atau pemegang sertifikat hak milik (hm). berdasarkan pembaharuan dasar legalitas, terjadi penggantian kata “sewa tanah” sebagai “pemakaian tanah”, 2 istilah tadi sebenarnya mempuyai makna yang sama, yakni mewajibkan warga penghuni membayar sejumlah uang eksklusif (retribusi) setiap tahun dalam Pemerintah Kota surabaya. pada kalangan rakyat penghuni menyebut surat ipt yang bersampul rona hijau itu menjadi surat ijo (surat hijau).[footnoteRef:2] [2:  Ibid.] 





B. METODE PENELITIAN
        Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
C. PEMBAHASAN
1. Sejarah Surat Ijo
        Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, Bekas Kotamadya Milik Swasta Atau Bekas Belanda Diakuisisi Oleh Pemerintah Republik Indonesia.[footnoteRef:3] Kepemilikan Tanah Sang Pemerintah Republik Indonesia Didasarkan Pada Undang-Undang Angka 1 Tahun 1958 Wacana Nasionalisasi Tanah [footnoteRef:4].  [3:  Wahyu Surya Dharma, “Dinamika Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya (Geratis)”, Jurnal Politik Indonesia, Vol.1 No.1  (Juli-September 2012), hlm.44.]  [4:  Lihat UU No.1 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Tanah] 

     Pasal Tiga Undang-Undang Tadi Menyatakan: "Sebab Undang-Undang Ini Dibuat Buat Kepentingan Umum , Maka Hak-Hak Pemilik Serta Pemilikan Semua Tanah Eksklusif Dihapuskan, Ad Interim Di Ketika Yg Sama Tanah Pribadi Merupakan Aturan Secara Holistik ".[footnoteRef:5] Bersama-Sama Menjadi Tanah Negara". Tetapi, UU No. 1 Tahun 1958 Juga Berdampak Serius Bagi Petani Dan Warga Kelas Bawah Lainnya. Undang-Undang Tadi Sebenarnya Ialah Pintu Gerbang Usaha Dan Persaingan Pengelolaan Huma Sang Perusahaan Milik Negara, Partikelir, Dan Militer.  [5:  Ibid.] 

         Petani Serta Kelas Bawah Lainnya, Yg Seharusnya Juga Memiliki Hak, Kini Hanya Tunduk Di Tiga Pihak Pemilik Tanah Yg Ada. UU No. UUPA Tahun 1960 Perihal Utama-Pokok Pertanian Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (UUPBH) Ihwal Asas Bagi Akibat, Yg Diundangkan Pada Lepas 24 September 1960 Dan Lazim Diklaim Land Reform, Pada Mulanya Merupakan Tanah Milik Nasional. Semangat Transformasi. Kepentingan Orang. Tetapi, Sebab Kedua Undang-Undang Tersebut Hanya Merupakan Operasi Dan Perluasan Berasal Undang-Undang Pertama Tahun 1958, Ia Membenarkan Pembebasan Tanah Yg Tak Didukung Oleh Perintah Negara Dan Malah Mengorbankan Petani Dan Tanah Kelas Bawah Lainnya. Aneksasi Nasional, Swasta Serta Militer.
        Sejarah Terbentuknya Surat Ijo Dimulai Di Tahun 1970-An Serta 1980-An Saat Pemkot Surabaya (Pemkot) Melaksanakan Program “Pemutihan” Tanah Bagi Penduduk Surabaya. Acara Pemerintah Kota Sebenarnya Adalah Mencaplok Tanah Masyarakat Yg Diyakini Secara Sah Dimiliki Sang DPRD Kota Surabaya, Dengan Diterbitkannya Izin Penggunaan Lahan Cap Hijau (Ijo).
        Ketika Ini, Warga Surabaya Menyadari Bahwa, Dengan Sedikit Pengetahuan Perihal Aturan, Program "Pemutihan" Pemkot Harus Menaikkan Kepemilikan Tanah Mereka Dari Tanah Biasa Sebagai Tanah Sah Formal. Ironisnya, Banyak Rakyat Surabaya Yg Menggelar Hajatan Karena Merasa Tanahnya Pada Kondisi Baik. Pemkot Justru Mensosialisasikan Konflik Serta Pemahaman Rakyat, Perintah Pengelolaan Tanah Dulu Di Surat Ijokan, Kemudian Di Hak Guna Bangunan (HGB), Dan Baru Selesainya Itu Akta-Akta Tersebut Disahkan.
        Acara "Pemutihan" Pemerintah Kota Lalu Diakui Menjadi Jebakan Oleh Penduduk Setempat. Warga Surabaya Sudah Menandatangani Surat Pernyataan Bahwa Tanah Mereka Artinya Milik Pemkot Surabaya Dan Pemkot Tak Akan Keberatan Menggunakan Pembebasan Tanah Tersebut. Setelah Itu, Beliau Menandatangani Berkas Ketika Merekam Surat Ijo Dan Tidak Memberikan Salinannya Pada Warga . Bagaimanapun, Kotamadya Menjamin Tanah Penduduk Sebagai Milik Kotamadya, Sebagai Akibatnya Penduduk Harus Membayar Sewa Bulanan Ke Kotamadya Tempat Tinggal Mereka.
        Pemerintah Kota Surabaya Menjadi Pihak Yg Memegang Hak Pengelolaan Memiliki Kewenangan Yaitu Menyerahkan Bagian Tanah Yang Dikelolanya Kepada Pihak Ketiga, Khususnya Rakyat Kota Surabaya. Salah Satu Wewenang Ini Adalah Penerbitan Surat Ijin Pemakaian Tanah (SIPT) Atau Yg Dikenal Menggunakan Surat Ijo (Surat Hijau) Sebab SIPT Tadi Mempunyai Sampul Berwarna Hijau.
        Tanah Surat Hijau Ialah Tempat Tinggal Rakyat Yang Didirikan Di Atas Tanah Negara Dengan Berdasar Pada Legalitas Surat Biar Pemakaian Tanah. Berkaitan Tentang SIPT Diatur Lebih Lanjut Di Peraturan Daerah Kota Surabaya Angka 1 Tahun 1997 Ihwal Biar Pemakaian Tanah. Adanya Peraturan Tadi Buat Menjamin Kepastian Hukum Bahwa Surat Ijo Artinya Asset Pemerintah Kota Surabaya Yang Dapat Dikenakan Biaya Retribusi Atau Uang Sewa Pada Pihak Yang Menyewa, Pada Masalah Ini Ialah Warga Surabaya.
        Penarikan Uang Sewa Tersebut Dirasa Membebankan Masyarakat, Dikarenakan Bukan Hanya Uang Sewa Saja Yang Harus Dibayarkan Namun Pula Terdapat Pungutan Lain Seperti Hal Nya Pajak Bumi Serta Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Serta Bangunan (BPHTB) Serta Porto-Porto Lain Harus Dibayarkan. Hal Inilah Yang Menjadi Konflik Primer Antara Masyarakat Surabaya Dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Buat Melengkapi Rencana Pengadaan Tanah Pemkot Surabaya, Antara Tahun 1970 Sampai 1980, Pemerintah Kota Surabaya Melakukan Petok Pada Rakyat Surabaya Melalui Perangkat Kerlahan Setempat (RT, RW, Dan Perangkat Desa Setempat).Dipaksa Membentuk Indera Bukti Sendiri Berupa Dari Sebuah Petok D. Pajeg Bumi, Jual Beli Zegel, Dll Akan Memindahkan Truk Pengelola Yg Membuktikan Kepemilikan Tanah Oleh Warga .
Mereka Yang Tidak Mengerti Aturan Dan Takut Dengan Kota Dan Pemerintah, Memaksa Masyarakat Surabaya Menyerahkan Begitu Saja Seluruh Bukti Pada Surat Dan Catatan Administrasi. Di Masa Orde Baru, Kondisi Klaim Pemerintah Kota Atas Tanah Dan Klaim Sepihak Oleh Pemkot Semakin Diperkuat. Sampai Harga Iuran (Sewa) Naik Ke Kelipatan Nominal Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Yang Harus Selalu Dibayar. Akibatnya, Rakyat Diharuskan Membayar Dua Pembayaran: Pembayaran Tanah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).        
   Sedangkan Jumlah Total Luas Tanah Yang Termasuk Pada Surat Ijo Sebesar 12.421.019,81 Meter Persegi (M²), Meliputi Daerah Surabaya Utara 2.255.990,00 M², Surabaya Sentra Dua.327.614,30 M², Surabaya Selatan 3.106.137,00 M², Surabaya Barat 525.780,50 M², Surabaya Timur 4.205.498,01 M².1 Sumber Lain Yang Saya Dapatkan Dari Media Massa (Koran) Menyebutkan Bahwa Jumlah Luas Huma Yg Disebut Pemkot Surabaya Melalui Surat Ijo Sebesar 6,Lima Hektare. Tetapi Status Lahan Yg Disebut Pemerintah Kota Itu Masih “Meragukan” Karena Pemkot Hanya Mempunyai Bukti Berupa Surat Ukur Atau Gambar Situasi Yang Dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.
        Jumlah Luas Itu Tersebar Dalam Dua Wilayah, Yakni Di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Seluas 21.500 Meter Persegi (2,15 Hektare), Dan Di Bulak Banteng Seluas 43.700 Meter Persegi (4,37 Hektare)[footnoteRef:6]. [6:  Wahyu, Loc.Cit.] 

2. Legalitas Surat Ijo
Legalitas dari tanah HPL atau surat ijo adalah didalam 
· Peraturan Daerah Surabaya No.3 Tahun 2016 Tentang  Izin Pemakaian Tanah
a. Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi “Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.”
b. Pasal 2 yang berbunyi “Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai bentuk pengendalian atas pemakaian tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah oleh pihak lain.”
· SK Walikota Surabaya nomor 1 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Ijin Pemakaian Tanah. 
· SK Walikota Surabaya nomor 21 tahun 2002 tentang Pemutihan Ijin Pemakain Tanah di kota Surabaya. 
· SK Walikota Surabaya nomor 27 tahun 1995 tentang Tata Cara Mendapatkan HGB diatas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Pemerintah Daerah tingkat II Surabaya.
3. Konflik Surat Ijo
        Duduk Perkara Tanah Adalah Problem Paling Penting Yang Dihadapi Warga , Karena Tanah Tidak Hanya Mempunyai Nilai Ekonomi Namun Pula Nilai Sosial. Akan Tetapi, Meskipun Tidak Disebutkan Secara Lebih Rinci Pada Uupa Penjelasan Awam Ii Angka (Dua) Yang Menyebutkan Bahwa Atas Dasar Negara Menguasai Tanah, Negara Bisa Mengalokasikan Tanah Pada Orang Alami Atau Badan Hukum Yg Memiliki Hak. Dari Peraturan Dan Kebutuhannya, Contohnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai, Atau Dilimpahkan Pada Badan Pengatur (Departemen, Badan, Wilayah Otonom) ) Kelola. Dipergunakan Pada Menjalankan Fungsinya Masing-Masing. 
     Sehingga Nyatanya Dengan Berkembangnya Hpl Di Rakyat Akan Semakin Menimbulkan Persoalan. Galat Satunya Artinya Duduk Perkara Hpl Yang Ditangani Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya Termasuk Menjadi Daerah Otonom Yang Telah Ditetapkan Pemerintahannya Sang Pemerintah Pada Bentuk Sesuai Pasal 1 Ayat Tiga Peraturan Pertanian Nomor 9 Tahun 1999 Yang Mengungkapkan Bahwa Kewenangan Pengelolaan Menentukan Adalah Kontrol. 
     Dari Negara Serta Bagian Asal Hak Untuk Melaksanakannya Berada Pada Tangan Pemiliknya. Pemkot Surabaya Selaku Pemegang Pengelolaan Berhak Mengalihkan Sebagian Tanah Yg Dikelolanya Pada Pihak Ketiga. Salah Satu Wewenang Tersebut Artinya Penerbitan Biar Penggunaan Lahan (Selanjutnya Dianggap Sipt) Atau Biasa Dikenal Menggunakan Ijo (Surat Hijau) Sebab Sipt Mempunyai Tutupan Hijau. Tanah Surat Hijau Merupakan Tempat Tinggal Warga Yang Ditunjukkan Dengan Berlakunya Izin Penggunaan Tanah Yg Diterbitkan Di Atas Tanah Negara. 
     Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya Merampungkan Dilema Biar Pemakaian Tanah (Ipt) Yg Biasa Dikenal Menggunakan “Surat Ijo”, Dengan Menerbitkan Perda Kota Surabaya Angka 16 Tahun 2014 Tentang Pemindahtanganan Aset Tanah Surabaya. Selesaikan Administrasi Kota. Tetapi Karena Terkendala Peraturan Aset Daerah, Maka Divestasi Ipt Wajib Sesuai Dengan Peraturan Negara Atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Yang Mengatur Ihwal Pengelolaan Aset Wilayah. Hidayat Syah, Pembantu Awam Sekretariat Wilayah Kota Surabaya, Berkata Peraturan Biar Penggunaan Huma (Ipt) Atau Lebih Seringkali Disebut "Surat Ijo," Diatur Dan Diatur Pada Undang-Undang (Uu) Persawahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perihal Kementerian Keuangan, Keputusan Angka 27 Tahun 2014 Ihwal Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn), Serta Permendagri Angka 19 Tahun 2016 Perihal Panduan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Keempat, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Perihal Pembalasan Pemanfaatan Kekayaan Daerah Diubah Menjadi Perda Angka 2. 
     Kelima, Perda Nomor 16 Tahun 2014 Perihal Pembebasan Aset Tanah Oleh Pemkot Surabaya. Enam Peraturan Daerah Angka Tiga Tahun 2016 Kota Surabaya Ihwal Izin Penggunaan Lahan. Menurut Humas Pemerintah Kota Surabaya Yang Saya Temui, Izin Pemakaian Tanah (Ipt) Ini Telah Ada Di 31 Kecamatan Pada Surabaya, Dengan Jumlah Total Luasan Lebih Kurang 8,928,252 Meter Persegi. Dari Humas Pemkot Surabaya Sudah Menyampaikan Kemudahan Menggunakan Menyampaikan Keringanan Pembayaran Ipt Atau Keringanan Retribusi, Pembebasan Biaya Utuk Fasilitas Umum Layaknya Tempat Ibadah, Balai Rw. 
     Tidak Hanya Menyampaikan Solusi Itu Saja Akan Tetapi Juga Memberikan Divestasi Izin Pemakaian Tanah Tetapi Hanya Maksimal Sekitar 250 Meter Persegi. Pemerintah Kota Sudah Melakukan Konsultasi Menggunakan Kemendagri, Dengan Harapan Pelapasan Taah Aset Tidak Menggunakan Ganti Rugi 100 Persen. Namun Asa Itu Ditolak Mentah-Mentah Oleh Kemendagri Karena Divestasi Tanah Aset Haru Patuh Pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Dan Permendagri No. 17 Tahun 2007. Hukum Ini Mengatur Bahwa Divestasi Hak Atas Ganti Rugi Bisa Diproses Buat Kepentingan Wilayah. Ke 2, Perkiraan Tanah Yang Dibebaskan Dihitung Oleh Penilai Internal Atau Lembaga Independen, Dengan Mempertimbangkan Njop Atau Harga Umum Setempat. Menjadi Negara Agraris, Indonesia Mempunyai Fungsi Yang Sangat Penting Bagi Kesejahteraan Rakyatnya. 
     Sebab Pertumbuhan Penduduk Indonesia Yg Cepat Serta Sifat Negara Yg Langgeng, Hal Ini Dapat Menyebabkan Problem. Pemerintah Diwajibkan Sang Undang-Undang Angka 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pertanian (Selanjutnya Diklaim Uupa) Buat Mengatasi Dilema Ini. Terhadap Berbagai Jenis Hak Atas Tanah Yang Terdapat Pada Pasal 16 (1) Uupa, Banyak Perkara Tanah Yg Ada Terkait Menggunakan Hpl, Karena Tidak Ada Ketentuan Yg Mengatur Perihal Hak Pengelolaan (Hpl). 
     Kota Surabaya Menjadi Model. Sebab Hukum Administrasi Adalah Hak Yg Sebagai Kewenangan Negara, Maka Penegakannya Dilakukan Menggunakan Mengalihkannya Pada Pemilik Hukum Administrasi Serta Menggunakannya Buat Melaksanakan Tugasnya Atau Tanah Milik Negara. Pada Melakukan Pelaksanaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dapat Dilakukan Dengan Cara Memberikan Kuasa Di Daerah Swantantra, Yakni Wilayah Kabupaten Dan Kota. Hpl Artinya Milik Pemdauntuk Dan Termasuk Menjadi Hak Buat Mengelola Tanah Yg Dipergunakan Sebagai Milik Kabupaten Dan Bisa Dialihkan Pada Pemiliknya.[footnoteRef:7] [7:  Elsa Indira,Lavenia Nadya, “konflik surat ijo dalam penerbitan izin pemakaian tanah hak pengelolaan di kota surabaya”, Syiah Kuala Law Journal, Vol.4 No.2  (Agustus 2020), hlm.186.] 

        Berdasar Pada Pasal 1 Ayat 1 Dan Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, Kewenangan Pemkot Surabaya Atas Tanah Hpl Berupa : 
· Merencanakan Peruntukan Dan Penggunaan Tanah Yang Bersangkutan;
· Menggunakan Tanah Tersebut Untuk Keperluan Pelaksanaan Usahanya;
· Menyerahkan Bagian-Bagian Daripada Tanah Tersebut Kepada Pihakketiga Menurut Persyaratan Yang Ditentukan Oleh Perusahaan Pemegang Hak Tersebut, Yang Meliputi Segi-Segi Peruntukan, Penggunaan, Jangka Waktu Dan Keuangannya, Dengan Ketentuan Bahwa Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Pihak Ketiga Yang Bersangkutan Dilakukan Oleh Pejabat-Pejabat Yang Berwenang, Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku
         Hak Pengelolaan Dari Dari Konversi Hak Guna Lahan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian. September 1965 Berkaitan Dengan “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Negara Serta Ketentuan Kebijakan Selanjutnya” Disahkan Sebagaimana Dimaksud Di Ayat 1 Pada Atas Serta Didaftarkan Pada Tempat Kerja Pengelola Bagian Setempat Serta Mempunyai Sertifikat.
         Pemerintah Kota Surabaya Memberikan Kesempatan Pada Warga Surabaya Buat Menduduki Tanah Yg Dikuasai Serta/Atau Dikuasai Oleh Pemerintah. Berdasarkan Ketentuan Pasal Tiga Perda Surabaya No. 3 Tahun 2016 Yg Mengatur Bahwa Biar Penggunaan Tanah Akan Diberikan Kepada Mereka Yg Membutuhkan Orang Perseorangan Atau Badan Hukum, Serta Penggunaan Tanah Itu Termasuk Hak Gunakan.
         Selain Itu, Perda Surabaya Angka 3 Tahun 2016 Menjelaskan Bahwa Pihak Ketiga Yang Akan Menggunakan Tanah Yg Dimiliki Atau Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Surabaya Harus Terlebih Dahulu Memperoleh Izin Asal Walikota Surabaya Atau Pejabat Yg Berwenang Berasal Pemkot Surabaya Buat Mengetahui Peruntukannya. Ketua Bidang Pengelolaan Tanah Serta Bangunan. . Tempat Kerja Berupa Biar Penggunaan Tanah (Ipt).
         Menjadi Pemilik Hpl, Pemkot Surabaya Seharusnya Memiliki Hak Serta Kewajiban Dan Harus Secara Sistematis Mengatur Izin Penggunaan Tanah Yg Diberikan Pada Rakyat Surabaya Menjadi Bentuk Perlindungan Atas Tanah Pemiliknya. Izin Penggunaan Tanah Ada Asal Dominasi Negara Atas Tanah Yg Sudah Dialokasikan Ke Wilayah Tersebut.
Perda Kota Surabaya No. Tiga Tahun 2016 Diatur Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Uupa Wacana Hadiah Hak Menguasai Tanah Sang Negara Dan Pasal 1 Ayat Tiga Peraturan Agraria . Di Tanggal 9 September 1999, Melalui Peraturan Ini, Pemkot Surabaya Menerapkan Peraturan Bahwa Tanah Yg Dikuasai Atau Dikelola Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dialihkan Pada Pihak Ketiga Pada Bentuk Sipt.
         Pemerintah Kota, Pemegang Ipt Wajib Diwajibkan Membayar Pajak Serta Retribusi, Karena Buat Menaikkan Kesejahteraan Dan Memperlancar Aplikasi Aktivitas Pemerintahan, Pajak Serta Retribusi Wilayah Adalah Asal Pendapatan Yg Penting. Undang-Undang Angka 28 Tahun 2009 Ihwal Pajak Daerah Dan Pajak Wilayah (Selanjutnya Dianggap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Menyampaikan Pengertian Pajak Bumi Serta Bangunan Perdesaan Serta Perkotaan Sebagai Pajak Atas Bumi Dan /Atau Bangunan Yang Dimiliki, Dikuasai, Serta/Atau Dimiliki. Atau Digunakan Sang Individu Atau Organisasi. Tanah Adalah Permukaan Tanah Termasuk Daratan Serta Perairan Pedalaman Dan Bahari Dalam Suatu Wilayah Administrasi/Kota Yang Eksklusif Berada Di Bawah Pemerintahan Sentra, Serta Bangunan Adalah Bangunan Teknis Yg Ditanam Atau Menempel Pada Daratan Dan /Atau Perairan Pedalaman Serta/Atau Pada Bahari.
         Pemilik Ipt Memakai Tanah Serta Air Sesuai Menggunakan Kebutuhan Mereka Buat Membentuk Pekerjaan Lebih Lanjut Pada Atas Tanah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Di Bawah Pemerintah Sentra Serta Tanah Ipt Tidak Dibebaskan Berasal Pajak Bumi Dan Bangunan. Membandingkan Peraturan Di Atas Menunjukkan Bahwa Pemilik Ipt Terpaksa Membayar Pajak Karena Mereka Sudah Menerima Manfaat Dari Tanah.
         Hal Ini Sinkron Menggunakan Ketentuan Pasal 32 Ayat (Tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Wacana Pengelolaan Barang Milik Negara/Wilayah (Selanjutnya Dianggap Pp No. 27 Tahun 2014) Yang Isinya Menjadi Berikut: Penggunaan Barang Milik Pada Kawasan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf B Dirancang Sang Pengelola Barang Setelah Menerima Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Selain Itu, Sinkron Menggunakan Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Huruf B, Kolaborasi Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah Dilakukan Atas Barang Milik Wilayah Berupa Tanah Dan /Atau Bangunan Yang Sudah Dialihkan Sang Pengguna.
         Barang Milik Gubernur/Bupati/Walikota. Akan Tetapi Pemkot Surabaya Sebagai Penguasa Atas Tanah Negara, Pada Hal Ini Atas Dasar Hak Administrasi, Pemkot Surabaya Bisa Menuntut Buat Membayar Biaya Punitive Atas Keberadaan Negara. Mengatur, Sebagaimana Didefinisikan Pada Pengertian Pajak Daerah Sesuai Undang-Undang Angka 28 Tahun 2009 Perihal Pajak Daerah Serta Wilayah, Khususnya Retribusi Daerah Pada Pembayaran Jasa, Pelayanan, Atau Anugerah Izin Yang Secara Spesifik Disediakan Dan /Atau Diberikan Oleh Pemda. Pemerintah Buat Kepentingan Orang Perseorangan Atau Badan Aturan, Pada Hal Ini Diberikan Retribusi Atas Jasa-Jasa Usaha Atas Penggunaan Barang-Barang Di Daerah Tadi.
         Porto Penggunaan Barang Milik Daerah Surabaya Selanjutnya Diatur Dalam Perda Kota Surabaya No. 13 Tahun 2010 (Selanjutnya Disebut Perda Surabaya No. 13 Tahun 2010) Yang Memberikan Definisi Kekayaan Wilayah Menjadi Kekayaan Yang Dimiliki Sang Wilayah, Termasuk Tanah, Bangunan. , Gedung, Jalan, Dan Lampu Jalan. Buat Penggunaan Properti Di Area Tersebut, Dikenakan Porto, Yg Dikenal Sebagai Penggunaan Properti Pada Area Tadi.
         Harta Benda Yg Dikelola Sang Pemkot Bukan Hanya Milik Awam, Tetapi Juga Milik Pihak Lain Yang Dikuasai Sang Pemerintah Daerah. Aset Yg Telah Dikuasai Oleh Pemda Digunakan Buat Pelayanan Dan Dalam Aplikasi Tugas Serta Fungsi Pemda. Pengelolaan Aset Daerah Wajib Dikelola Menggunakan Baik Agar Aset Daerah Dapat Menjadi Asal Modal Primer Bagi Pemda Buat Membuatkan Kemampuan Keuangannya. Tetapi, Jika Aset Yg Terdapat Tidak Dikelola Dengan Baik, Aset Tersebut Justru Akan Sebagai Beban Keuangan Karena Beberapa Aset Yg Terdapat Memerlukan Pemeliharaan Atau Pemeliharaan Dan Seiring Waktu Nilainya Akan Menurun (Devaluasi).
         Dampak Dari Segi Sosial, Status Sosial/Tingkat Penduduk Tanah Surat Ijo Dinilai Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Penduduk Kota Yang Memiliki Tanah Berstatus Hm. Secara Rasional, Penduduk Tanah Surat Ijo Sebagai Orang Indonesia Memiliki Harapan/Cita-Cita Yang Belum Terwujud, Yaitu Kebutuhan Yang Sah Untuk Memiliki Dewan (Tempat Tinggal), Di Sekolah Dalam Hal Ini Adalah Milik Tanah Perumahan Status Hm. Oleh Karena Itu, Penduduk Tanah Surat Ijo Yang Berstatus “Miskin/Tidak Beruntung” Dapat Diartikan Sebagai Penduduk Kota Yang Statusnya Lebih Rendah Dari Penduduk Kota Pemilik Tanah Hm, Atau  Sebagai Warga Miskin/Tidak Sejahtera.
Yg Ke 2, Asal Segi Politik, Lokasi Penduduk Daerah Surat Ijo Selalu Sebagai Subyek Siklus Politik 5 Tahunan, Obyek Pandangan “Perburuan Bunyi” Para Politisi. Umumnya, Dengan Pendekatan Pemilihan Legislatif (Caleg) Atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Calon Walikota (Cawali) Berjanji Bahwa Sesudah Terpilih, Mereka Akan Kesulitan Melepaskan Huma Pemukiman Milik Warga .
         Etapi Kenyataannya Tidak Sama, Telah Terjadi Tiga Kali Pemilihan Legislatif Di Masa Reformasi (2004, 2009 Dan 2014) Serta Pemilihan Walikota Surabaya (2000, 2005, 2010 Serta 2015) Yg Menjanjikan Kemerdekaan Negara. Dprd Kota Surabaya, Dprd Provinsi Jawa Timur (Dapil/Kabupaten Surabaya), Dpr Ri (Dapil I Jawa Timur) Serta Wali Kota Surabaya Terpilih Tidak Menyerukan Pembebasan Segera Tanah Tersebut. Berasal Surat Ijo, Karena Mereka Lebih Sibuk Menggunakan Urusan Lain Yang Lebih Krusial. Oleh Sebab Itu, Penduduk Negeri Surat Ijo Selalu Menjadi "Bulan" Politisi, Mirip "Ada Baiknya Dibuang".
         Yang Ketiga, Dari Segi Ekonomi, Harga Pasar Tanah Surat Ijo Tidak Setinggi Tanah Berstatus Hm, Juga Tidak Dapat Digadaikan Ke Bank Untuk Dipinjamkan, Meskipun Hanya Dapat Diotorisasi Oleh Beberapa Bank Untuk Penjaminan Kredit Lokal. Bank-Bank Bumn Itupun Harus Melalui Proses Penantian Yang Cukup Lama, Yaitu Keluarnya Persetujuan/Rekomendasi Dari  Pemerintah Kota Surabaya. Untuk Jaminan Kredit Hanya Dinilai Nilai Bangunannya Saja, Sedangkan Tanahnya Tidak Dinilai Karena Dianggap Sebagai Milik Pemkot Surabaya.
         Yang Ketiga, Berasal Segi Ekonomi, Harga Pasar Tanah Surat Ijo Tidak Setinggi Tanah Berstatus Hm, Juga Tidak Dapat Digadaikan Ke Bank Untuk Dipinjamkan, Meskipun Hanya Bisa Diotorisasi Sang Beberapa Bank Untuk Penjaminan Kredit Lokal. Bank-Bank Bumn Itupun Wajib Melalui Proses Penantian Yang Relatif Usang, Yaitu Munculnya Persetujuan/Rekomendasi Asal Pemerintah Kota Surabaya. Buat Jaminan Kredit Hanya Dievaluasi Nilai Bangunannya Saja, Sedangkan Tanahnya Tak Dievaluasi Sebab Disebut Sebagai Milik Pemerintah Kota Surabaya.
         Salah Satu Dampak Dari Adanya Beberapa Tekanan Dari Masyarakat Sejak Awal Era Reformasi (1999), Yaitu Munculnya Komitmen Pembebasan Tanah Dari Surat Hijau Pemerintah Dari Kota. Contoh Walikota. Bambang Dh Pada Tahun 2007 Berkonsultasi Dengan Direktur Bpn Ri Saat Itu, Joyo Winoto. Oleh Karena Itu, Perlu Ditetapkan Syarat-Syarat Tertentu Terkait Dengan Lahan Yang Kemungkinan Akan Dibuka, Seperti Lahan Pemukiman Saja, Luas Maksimal  200 M² Dan Letaknya  Di Jalan Dengan Dimensi Maksimal 200 M² Lebar Maksimal 5 Meter. Namun, Janji Ini Tidak Dipenuhi Karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  2007 Tentang Persidangan Warga Yang Tertunda.
Beberapa Anggota Legislatif Menyarankan Agar Emansipasi Dilakukan Sesegera Mungkin, Contohnya Anggota Dprd Kota Surabaya Yg Tergabung Pada Komite C Dprd Kota Surabaya, Sedang Berjuang Buat Membebaskan Tanah Ijo Dengan Kondisi Yg Belum Memberatkan. Di Masyarakat, Termasuk Menteri Atr, Yang Menarik Hati Pemkot. Hingga Dengan Tahun 2014, Perda Baru No. 16 Tahun 2014 Tentang Pembukaan Lahan Bagi Pemkot Surabaya.
         Harga Njop Tanah Di Kota Surabaya Dikatakan Sangat Tinggi, Njop Minimum Harga Tanah Di Klasifikasi Jalan Paling Rendah Yaitu Penjabaran V Menggunakan Lebar Kurang Dari Lima Meter (Peraturan Daerah Kota Surabaya No. Dua Tahun 2013) Ialah Satu Juta Rupiah Per Meter Persegi, Maka Harga Njop Terendah Buat Sebidang Tanah Pada Surat Ijo (Umumnya Lebih Kurang 200 M²) Ialah 2 Ratus Juta Rupiah. 
     Jika Diminta Jumlah Yg Sama Menggunakan Harga Njop, Sebagian Akbar Rakyat Masih Keberatan, Karena Tanah Ijo Berada Di Jalan Yang Lebih Tinggi Atau Lebih Lebar, Nilai Njop Absolut Lebih Tinggi. Padahal, Sebagian Besar Penduduk Tanah Surat Ijo Ialah Warga Biasa, Termasuk Kalangan Menengah Ke Bawah. Berdasarkan Syarat Tersebut, Maka Program Penerbitan Sesuai Ketentuan Pada Atas Akan Menemui Kendala Bahkan Menemui Jalan Buntu. Sejauh Ini Tidak Ada/Tak Terdapat Penduduk Surat Ijo Land Yang Mengajukan Permohonan Sertifikat.
     Anggapan Sebagian Besar Masyarakat Penghuni, Makna Acara Pelepasan Tanah Surat Ijo Itu Yakni Pembebasan Total Tanpa Embel-Embel Kompensasi, Jikapun Terdapat, Besarannya Tidak Senilai Harga Njop Tanah Serta Hanya Sekadar Porto Administrasi Penyertifikatan Tanah, Atau Dengan Istilah Di Kalangan Pejuang Surat Ijo Menjadi “Dana Partisipasi Pembangunan” Yang Nilai Besarannya Di Bawah Njop.
4. Berdirinya Geratis (Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo)
Di Tahun 1999, Warga Surabaya Memulai Perlawanan Terhadap Surat Ijo Terhadap Pemerintah Kota. Motif Protes Pertama Artinya Di Daerah Ngagelrejo Dan Dukuh Kupang Yang Dipimpin Sang Soewoto Serta Soegito (Penduduk Ke 2 Daerah). 
     Pada Mulanya, Perlawanan Tidak Menghasilkan Organisasi Tersendiri Seperti “GERATIS” Saat Ini, Namun Bentuknya Masih Artinya Komunitas Masyarakat Yang Manunggal Atas Dasar Kesamaan Nasib. Warga Yg Menentang Keberadaan Surat Ijo Telah Terbentuk Di Seluruh Surabaya, Dari Dukuh Kupang Hingga Ngagelrejo, Utara Perak Barat, Berasal Krembangan Hingga Jagir. 
     Perlawanan Dimulai Menggunakan Pemogokan Buat Membayar Sewa, Protes Pada Balai Kota Serta Balai Kota Surabaya, Rendezvous Akbar, Tekanan Di Elit Politik Bahkan Elit Politik, Program Untuk Mendukung Calon Walikota. Kegagalan Demi Kegagalan Terjadi. Pada Wawancara Menggunakan Salah Satu Tokoh GERATIS, Komunitas Anti-Surat Ijo Di Mulanya Dikenal Menjadi PMHT, Yang Berarti Himpunan Komisi Penggugat Di Tanah Surabaya Yg Dikoordinir Sang Soewoto Dan Soegito. Namun Dalam Perkembangannya, PMHT Mengalami Perpecahan Pada Tahun 2003. 
     Perpecahan Yang Diduga - Oleh Para Pemimpin GERATIS Saat Itu - Adalah Upaya Pemerintah Kota Untuk Menentang Gerakan Yg Mengancam Keberadaan Surat Ijo. Tentu Saja Perpecahan Pada PMHT Merusak Upaya Perundingan Menggunakan Pemkot Buat Membebaskan Surat Ijo Serta Adanya Perjuangan Melawan Eksistensi Surat Ijo Sendiri. 
     Aktivis Dan Penduduk Setempat Sama-Sama Tidak Berdaya Serta Putus Asa Pada Perjuangan Mereka Buat Mencabut Surat Ijo. Perpecahan Tersebut Berdampak Signifikan Pada Usaha Warga Buat Menghilangkan Kata Ijo. Perjuangan Itu Kandas Saat Pemkot Mengalihkan Fokusnya Asal Menghapus Ijo Dan Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Menjadi Tawaran Hak Guna Bangunan (HGB) Atau Hak Guna Tanah (HPL). 
     Demikian Juga Secara Internal, PHMT Dibagi Menjadi Dua Grup, Yaitu PHMT Yang Dipimpin Sang Soewoto Serta PMHMT (Persatuan Komisi Pengadaan Tanah) Masyarakat Surabaya Pemegang Surat Ijo Yg Dipimpin Oleh Soegito. Perjuangan Menyingkirkan Surat Ijo Pula Bisa Dipandang Menjadi Komoditas Politik Sang Elit PHMT Dan PMHMT Sendiri Maupun Pihak Luar Yang Tertarik Untuk Bergabung Dengan Partai Politik Serta Ikut Mendukung Pencalonan Wali Kota Surabaya (Pilwali). Perpecahan Tersebut Berlangsung Selama Kurang Lebih Tiga Tahun Sampai Tahun 2006. 
     Di Tengah Perpecahan Tersebut, Pada Tahun 2006 – Seolah-Olah Memanfaatkan Keadaan Tadi – Pemkot Surabaya Mengundang Para Aktivis Lingkungan Buat Ikut Dan Pada Resusitasi Tim Peneliti. Pemkot Dengan Masyarakat Dengan Tujuan Mempelajari Tanah Orisinil Untuk Mengetahui Wilayah Mana Yang Menjadi Milik Pemkot Serta Mana Yang Tidak Berada Pada Wilayah Pemerintah Kota. 
     Selain Itu, Pemprov DKI Pula Menyampaikan Hak Guna Bangunan (HGB) Versus Hak Guna Bangunan (HPL) Pada Atas Tanah Yang Diberi Tanda Hijau. Pendirian Organisasi GERATIS Dilakukan Dengan Konsep “La Lutte Populaire Universelle”, Yg Berarti Bahwa Pendirian Serta Usaha GERATIS Lalu Dilakukan Oleh Semua Rakyat Negara Menggunakan Penuh Pengetahuan Dan Pemahaman Perihal Hak-Hak Dasar Mereka, Yaitu Hak Untuk Menempati Tanah Sang Negara Tanpa Menyewa Sebab Didasarkan Di Sejarah Kepemilikan Tanah Dengan Dasar Politik Dan Hukum. 
     Oleh Karena Itu, Posisi GERATIS Dalam Hal Ini Ialah Mesin Sekaligus Wadah Usaha Rakyat Dan Tidak Akan Berpura-Pura Menjadi “Pahlawan” Dalam Perjuangan Menghilangkan Kata Ijo Demi Kepentingan Seluruh Anggotanya. Komunitas Yg Terlibat Dalam Pendirian Dan Usaha, Bahkan Sebelum GERATIS Didirikan.
5. Pandangan TUN Terhadap Surat Ijo
         Pembentukan Aturan Pertanahan Nasional Ditandai Dengan Berlakunya UU No.Lima Tahun 1960 Perihal Peraturan Pokok Utama-Utama Pertanian, Diundangkan Pada Tanggal 24 September 1960 Dalam LNRI 1960 Nomor 104 - TLRI Nomor 2043. Undang-Undang Ini Lebih Dikenal Menggunakan Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA). UUPA Melaksanakan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA. 
      Pengaturan Pertanahan Menjadi Penting Karena Berasal Segi Aturan, Tanah Memegang Peranan Yg Sangat Penting Pada Kehidupan Manusia Karena Bisa Menentukan Keberadaan Serta Kelangsungan Hubungan Dan Perilaku Aturan, Baik Secara Eksklusif Maupun Berdampak Di Orang Lain. Sang Karena Itu, Supaya Persoalan Pertanahan Tidak Menimbulkan Benturan Kepentingan Dalam Warga , Maka Perlu Diatur, Dikuasai Serta Dipergunakan Tanah, Atau Menggunakan Istilah Lain “Hukum Pertanahan".[footnoteRef:8] [8:  Zuman Malaka, “Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam,” Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam 21, no. 1 (Juni 2018): 105–6.] 

         Rapikan Guna Lahan Untuk Pemerintah Kota Surabaya Di Awalnya Diatur Dalam Perda Nomor 3 Tahun 1987 Wacana Penggunaan Tanah Atau Tempat Yang Dikelola Oleh Pemkot Surabaya Tingkat II. Perda Ini Sudah Diganti Menggunakan Perda Tingkat II Kota Surabaya Angka 12 Tahun 1994 Wacana Pemanfaatan Tanah Atau Ruang Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Surabaya Taraf II. 
 	     Perda Kotamadya Wilayah Tingkat II Surabaya No. 12 Tahun 1994 Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi Oleh Peraturan Daerah Kotamadya Wilayah Taraf II Surabaya No. 1 Tahun 1997 Tentang Biar Pemakaian Tanah. Peraturan Yg Melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Wilayah Tingkat II Surabaya Semula Dilaksanakan Oleh Keputusan Walikotamadya Kepala Wilayah Taraf II Surabaya No. 202 Tahun 1987.
    Keputusan Walikota Surabaya Di Daerah II Tahun 1987 Terkait Dengan Izin Penggunaan Tanah Atau Istiadat Pengadaan Tanah Yg Diatur Sang Pemerintah Daerah Taraf II Kota Surabaya Sesuai Keputusan Walikota Surabaya Di Distrik II Tahun 1993. Keputusan Walikota Daerah II Surabaya Tahun 1993 Didesain Dengan Surat Keputusan Walikota Wilayah II Surabaya Tingkat 2 Tahun 1998 Wacana Adat Biar Penggunaan Lahan. 
   Yang Dimaksud Menggunakan Izin Penggunaan Tanah Artinya Dalam Pasal 1f Peraturan Daerah Kota Surabaya Taraf Dua Nomor 1 Tahun 1997. Pasal 1 Pasal Dua Peraturan Walikota 1 Surabaya Izin Penggunaan Tanah Tahun 1998 Adalah Biar Yang Dikeluarkan Sang Walikota Atau Pejabat Yg Ditunjuk Untuk Penggunaan Tanah, Seperti Pada Undang-Undang Nomor Lima. Bukan Hak Gunakan Atau Bantuan Gratis Hak Atas Tanah. Pemkot Surabaya Sudah Menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Angka Tiga Tahun 2016 Ihwal Biar Penggunaan Huma (IPT). Perda Ini Menyampaikan Jaminan Terhadap Surat Hijau Yang Merupakan Milik DPRD Kota Surabaya, Dan DPRD Kota Surabaya Dapat Memotong Iuran Anggota Atau Pembayaran Sewa Pada Penyewa, Dalam Hal Ini Penduduk Pemilik Surat Hijau. 
     Sebagai Pemegang Wewenang Administratif, DPRD Kota Surabaya Akan Mengalihkan Sebagian Tanah Yg Dikelolanya Kepada Masyarakat Kota Surabaya Menggunakan Mengeluarkan Surat IPT Hijau, Surat Biar Penggunaan Tanah (SIPT), Pada Antara Masyarakat Kota Surabaya. Amplop Dalam Huruf Hijau (Huruf Hijau). ). Buat Menyampaikan Biar Penggunaan Lahan, Pemkot Surabaya Akan Mengumpulkan Jumlah Tambahan Di Kas Negara.        
     Izin Pemakaian Tanah Sebagaimana Disebutkan Dalam Pasal 1 Huruf F Yang Menyebutkan Bahwa Izin Pemakaian Tanah Adalah Izin Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Atau Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Memakai Tanah Dan Bukan Merupakan Hak Pakai Atau Hak Ha Katas Tanah Lainnya Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam Mendapatkan Izin Pemakaian Tanah Tersebut Harus Megajukan Permohonan Kepada Walikota Atau Pejabat Yang Ditunjuk. Pemegang Izin Pemakaian Tanah Berkewajiban Untuk: 
1. Membayar Retribusi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. 
2. Mematuhi Dan Menaati Semua Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Surat Izin Pemakaian Tanah. 
3. Memakai Tanah Sesuai Dengan Peruntukan Sebagaimana Tersebut Di Dalam Surat Izin Pemakaian Tanah. 
         Pasal 35 Ayat (1) UUPA Menetapkan Bahwa Hak Guna Bangunan Adalah Hak Untuk Mendirikan Bangunan Di Atas Tanah Yang Bukan Miliknya Sendiri Dengan Jangka Waktu Yang Telah Di Tentukan Paling Lama 30 Tahun. Subjek Hukum Yang Dapat Menjadi Pemegang Hak Guna Bangunan, Diatur Dalam Pasal 36 UUPA Yaitu Bahwa: 
(1) Yang Dapat Mempunyai Hak Guna Bangunan Ialah: 
A. Warga Negara Indonesia
B. Badan Hukum Yang Didirikan Menurut Hukum Indonesia Dan Berkedudukan Di Indonesia. (2) Orang Atau Badan Hukum Yang Mempunyai Hak Guna Bangunan Dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat-Syarat Yang Tersebut Dalam Ayat (1) Pasal Ini Dalam Jangka Waktu 1 Tahun Wajib Melepaskan Atau Mengalihkan Hak Itu Kepada Pihak Lain Yang Memenuhi Syarat.
         Prosedur Pemberian Hak Guna Bangunan Dapat Dilihat Dalam Ketentuan Pasal 35-39 Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999. Prosedur Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan, Khususnya Hak Pengeloaan Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Mengacu Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Serta Permendagri Nomor 1 Tahun 1977 Yang Secara Ringkas Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut:[footnoteRef:9] [9:  PMPMHMT, Pemegang Surat Ijo telah Menjadi Korban Pembodohan, Penindasan, dan Pemerasan Pemerintah Kota Surabaya (Suatu Kajian Hukum Agraria) (Surabaya: Sekretariat PMPMHMT, 2003), 17–18.] 

· Pihak Ketiga Memperoleh Peninjukan Berupa Perjanjian Penggunaan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Dari Pemerintah Daerah Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Berdasarkan Suatu Perjanjian Misalnya Perjanjian Kerja Sama) Yang Isinya Memberi Persetujuan Kepada Pihak Ketiga Untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan;
· Berdasarkan Perjanjian Tersebut, Pihak Ketiga Memenuhi Kewajiban Yang Ditentukan Dalam Perjanjian Termasuk Membayar Retribusi Yang Besarnya Diatur Dalam Peraturan Daerah Masing-Masing Daerah.
· Selanjutnya Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Setempat Dengan Melampirkan Persyaratan-Persyaratan Seperti Surat Perjanjian Dengan Pemerintah Daerah Selaku Pemegang Hak Pengelolaan, Bukti-Bukti Pelunasan Retribusi,, Identitas Pihak Ketiga Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Paja Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB);
· Berdasarkan Kewenangan Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Yang Dimiliki, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Setempat Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Atas Nama Pihak Ketiga;
· Kemudian Pihak Ketiga Memohon Pendaftaran Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Setelah Memenuhi Kewajiban-Kewajiban Yang Ditetukan Dalam Surat Keputusan Pemberian Haknya Antara Lain Membayar Uang Pemasukan Ke Kas Negara Dan BPHTB (Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan);
· Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Setempat Menerbitkan Sertifukat Hak Guna Bangunan Dengan Jangka Watu Dan Luas Tertentu Serta Terdaftar Atas Nama Pihak Ketiga Yang Diterbitkan Diatas Sebagian Hak Pengeloaan.[footnoteRef:10] [10:  Hajati, Politik Hukum Pertanahan, 372–73.] 

D. KESIMPULAN
         Menurut Pemaparan Dan Data-Data Yang Ada Diatas Yang Sudah Diambil Secara Empiris, Penulis Dapat Memberikan Kesimpulan Sebagai Berikut. Surat Ijo Di Surabaya Memang Sedikit Rumit Untuk Dipelajari Maupun Di Bahas. Tapi Bukan Suatu Penghalang Seseorang Untuk Mencari Kebenaran Maupun Keadilan Didalam Berbagai Kasus Yang Berkaitan Dengan Ijin Pemakaian Tanah (IPT). Indonesia Adalah Negara Hukum Yang Sangat Tunduk Pada Hukum Sebagai Kedaulatan Tertinggi Dan Pancasila Dan Pembukaan UUD 1945 Menjadi Dasar Norma (Grundnorm).
          Dasar Hukum Dan Legalitas Sudah Diakui Negara, Secara Tidak Langsung Di Dalam Pandangan Tata Usaha Negara Juga Pasti Sudah Diakui Dan Dianggap Sah Secara Hukum Yang Berlaku. Namun Tidak Menutup Kemungkinan Terjadinya Sengketa, Karena Kurang Paham Nya Masyarakat Mengenai Tanah IPT Ini. Tidak Hanya Kurangnya Pemahaman Tapi Tidak Sanggup Membayar Biaya-Biaya Yang Dibebankan.
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